SALINAN

WALIKOTA SABANG

PROVINSI ACEH
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota, adanya keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar
kegiatan dan antar jenis belanja, adanya keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan untuk tahun anggaran
berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran
2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kota Sabang
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Sabang Tahun Anggaran 2017;

—

Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungdJawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor ...



10.

11.

12.

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan ...
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14.

15.
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20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan = Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);

Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran
2017 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor
6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG

dan
WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun
Anggaran 2017 semula berjumlah Rp670.130.567.729,00
bertambah /berkurang sejumlah Rp32.367.563.161,14
sehingga menjadi Rp702.498.130.890,14 dengan rincian
sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp655.130.567.729,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp741.973.391,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan
Rp655.872.541.120,00

2. Belanja

a. Semula Rp670.130.567.729,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp32.367.563.161,14
Jumlah Belanja setelah perubahan
Rp702.498.130.890,14

Surplus/(Defisit) setelah perubahan

(Rp46.625.589.770,14)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp15.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp31.625.589.770,14
Jumlah Pembiayaan setelah perubahan

Rp46.625.589.770,14

b. Pengeluaran
1) Semula Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan
Rp46.625.589.770,14

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
Rp0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah:
1) Semula Rp48.885.657.700,00
2) Bertambah/(berkurang)Rp0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan
Rp48.885.657.700,00

b. Dana Perimbangan sejumlah:
1) Semula Rp452.700.881.000,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp3.826.560.000,00)
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan
Rp448.874.321.000,00

c. Lain- ...



(2)

(3)

(4)

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:
1) Semula Rp153.544.029.029,00
2) Bertambah/(berkurang)Rp4.568.533.391,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
setelah perubahan Rp158.112.562.420,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah :
1) Semula Rp3.820.213.250,00
2) Bertambah/(berkurang)Rp0,00
Jumlah  Pajak Daerah  setelah  perubahan
Rp3.820.213.250,00

b. Retribusi Daerah:
1) Semula Rp11.422.106.000,00
2) Bertambah/(berkurang)Rp0,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan
Rp11.422.106.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
1) Semula Rp1.923.152.765,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah
perubahan Rp1.923.152.765,00
d. Zakat:
1) Semula Rp3.100.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)Rp0,00
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah perubahan
Rp3.100.000.000,00

e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :
1) Semula Rp28.620.185.685,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah perubahan
Rp28.620.185.685,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Transfer Umum:
1) Semula Rp369.724.692.000,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp5.352.212.000,00)
Jumlah Dana Transfer Umum setelah perubahan
Rp364.372.480.000,00

b. Dana Transfer Khusus:
1) Semula Rp82.976.189.000,00
2) Bertambah/(berkurang)Rp1.525.652.000,00
Jumlah Dana Transfer Khusus setelah perubahan
Rp84.501.141.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari jenis
pendapatan :

a. Pendapatan ...



a. Pendapatan Hibah:
1) Semula Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp4.568.533.391,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan
Rp4.568.533.391,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya:
1) Semula Rp11.132.067.619,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan
Rp11.132.067.619,00

c. Pendapatan Dana Penyesuaian:
1) Semula Rp67.675.067.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
setelah perubahan Rp67.675.067.000,00

d. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya:
1) Semula Rp74.736.894.410,00
2) Bertambah/(berkurang)Rp0,00
Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan
Rp74.736.894.410,00

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung:
1) Semula Rp297.533.512.771,00
2) Bertambah/(berkurang)(Rp5.046.672.140,86)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan
Rp292.486.840.630,14

b. Belanja Langsung:
1) Semula Rp372.597.054.958,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp37.414.235.302,00
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan
Rp410.011.290.260,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai:
1) Semula Rp247.135.245.671,00
2) Bertambah/(berkurang)(Rp8.901.672.140,86)
Jumlah  Belanja Pegawai  setelah  perubahan
Rp238.233.573.530,14

b. Belanja Subsidi:
1) Semula Rp3.250.000.000,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah  perubahan
Rp3.250.000.000,00

c. Belanja ...



(3)

(1)

c. Belanja Hibah:
1) Semula Rp10.538.300.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp3.840.000.000,00
Jumlah  Belanja Hibah  setelah  perubahan
Rp14.378.300.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial:
1) Semula Rp4.657.870.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp15.000.000,00
Jumlah Bantuan Sosial setelah  perubahan
Rp4.672.870.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan:
1) Semula Rp31.352.097.100,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp0,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah
perubahan Rp31.352.097.100,00

f. Belanja Tidak Terduga:
1) Semula Rp600.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan
Rp600.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai:
1) Semula Rp56.439.710.208,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp2.607.692.250,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
Rp59.047.402.458,00

b. Belanja Barang dan Jasa:
1) Semula Rp179.092.739.785,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp18.882.894.053,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan
Rp197.975.633.838,00
c. Belanja Modal:
1) Semula Rp137.064.604.965,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp15.923.648.999,00
Jumlah  Belanja Modal setelah  perubahan
Rp152.988.253.964,00

Pasal 4

Pembiayaan-pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1 terdiri dari:
a. Penerimaan:

1) Semula Rp15.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp31.625.589.770,14
Jumlah Penerimaan setelah perubahan

Rp46.625.589.770,14

b. Pengeluaran:
1) Semula Rp0,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp0,00

2) Penerimaan ...



(2)

(3)

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya (SiLPA):

1) Semula Rp15.000.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang) Rp31.625.589.770,14
Jumlah SiLPA setelah perubahan

Rp46.625.589.770,14

b. Pencairan Dana Cadangan:
1) Semula Rp0,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah
perubahan Rp0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
1) Semula Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah setelah
perubahan Rp0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah:
1) Semula Rp0,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp0,00
Jumlah penerimaan Pinjaman Daerah setelah
perubahan Rp0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman:
1) Semula Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
setelah perubahan Rp0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah:
1) Semula Rp0,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp0,00
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah
perubahan Rp0,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Pembentukan Dana Cadangan:
1) Semula Rp0,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah
Perubahan RpO0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:
1) Semula Rp0,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp0,00
Jumlah Investasi Pemerintah Daerah setelah
perubahan Rp0,00

c. Pembayaran Pokok Utang:
1) Semula Rp0,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp0,00
Jumlah  Pembayaran Pokok Utang  setelah
perubahan Rp0,00

d. Pemberian ...



d. Pemberian Pinjaman Daerah:
1) Semula Rp0,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah
perubahan Rp0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kota Sabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiran Ringkasan Perubahan APBK;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut
Urusan  Pemerintahan  Daerah  dan
Organisasi SKPK;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan
Pemerintahan Kota, Organisasi SKPK,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi
SKPK, Program dan Kegiatan;

S. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per
Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan  kembali dalam = tahun
anggaran ini;

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi
Daerah.

Pasal 6

Walikota  menetapkan  Peraturan  Walikota  tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kota Sabang sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal ...
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Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 7 November 2017

WALIKOTA SABANG,
ttd

NAZARUDDIN
Diundangkan di Sabang
pada tanggal 7 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,
ttd

SOFYAN ADAM

LEMBARAN KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR 6
NOMOR REGISTER QANUN KOTA SABANG, PROVINSI ACEH : (3/110/2017)



